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ABSTRAK 

 

Payung Jurai Meraje itu adalah anak laki-laki yang paling tua 

dan ayahnya berkedudukan Payung Jurai Meraje maka anak laki-laki 

tersebut berkedudukan sebagai Payung Jurai Meraje. Dalam nama 

Payung Jurai Meraje, memiliki tugas-tugas yang harus dipenuhi 

sebagai Payung Jurai Meraje. Payung jurai Meraje memiliki peran 

yang sangat penting yaitu manjadi pemimpin di dalam keluarga, 

kepemimpinan seorang Payung Jurai Meraje dalam satu keluarga 

apabila ada musnyawarah maka pendapat dan pemikirannya akan di 

dengar oleh keluarga. Dalam memutuskan suatu musyawarah yang 

berhak menanggapi dan memutuskan ialah Payung Jurai Meraje, 

apabila Tunggu Tubang melakukan kesalahan atau melanggar 

ketentuan adat maka yang berhak menegur, mengambil alih harta 

Tunggu Tubang, menasehati, dan memperingatkan langsung kepada 

Tunggu Tubang adalah Payung Jurai Meraje.  

Adapun masalah dalam penelitian ini adalah suku Semendo 

apabila pewaris wafat maka harta warisannya tidak dibagi tetapi tetap 

tidak berubah sebagaimana semula yang diteruskan pengelolaannya 

oleh anak Tunggu Tubang yaitu penunggu harta peninggalan orang 

tua. Tunggu Tubang dalam hal ini mengelola dan mengurus harta 

warisan dari orang tuanya di dampingi oleh Payung Jurai Meraje 

sebagai pengawas. Islam agama yang dianut masyarakat adat atau 

suku Semendo akan tetapi dalam konteks waris masyarakat adat 

Semendo terikat dengan ketentuan adat antara waris yang di sebut 

Payung Jurai Meraje.  

Berdasarkan penjelasan uraian diatas pada bab pembahasan, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Payung Jurai 

Meraje dalam masyarakat adat Semendo merupakan sebutan untuk 

anak laki-laki yang paling tua dan ayahnya berkedudukan Payung 

Jurai Meraje, maka anak laki-laki tersebut berkedudukan sebagai 

Payung Jurai Meraje. Apabila dia terlahir sebagai anak bungsu, dia 

tetap sebagai Payung Jurai Meraje yang memiliki kedudukan dengan 

kewenangan penting di dalam sistim kewarisan adat Semendo. 2. 

Dalam pandangan hukum Islam, apa yang diterapkan masyarakat adat 

Semendo tersebut, telah sesuai ketentuan hukum Islam. Pada hukum 

Islam, para ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah 

dan hubungan perkawinan yang sah, pada masyarakat adat Semendo 

dalam sistim kewarisannya Payung Jurai Meraje berwenang 

mengawasi Tunggu Tubang dalam pengelolahan harta warisan agar 

kesejahtran dan kemakmuran keluarga terjaga, dalam pembagian harta 
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waris di dalam adat semendo dilakukan secara musyawarah dan 

keputusan tersebut dilakukan oleh Payung Jurai Meraje dengan hasil 

kesepakatan para ahli waris sehingga para ahli waris tetap mendapat 

bagiannya.  Ketetapan adat Semendo ini dilakukan agar tegaknya 

keadilan sehingga menimbulkan kemaslahatan bersama.  

 

Kata kunci: Kedudukan, Payung Jurai Meraje, Hukum Islam. 
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ABSTRACK 

 

Payung Jurai Meraje is the eldest son and his father is Payung 

Jurai Meraje, so the boy is located as Payung Jurai Meraje. In the 

name of Payung Jurai Meraje, he has tasks that must be fulfilled as 

Payung Jurai Meraje. Payung Jurai Meraje has a very important role, 

namely being a leader in the family, the leadership of a Payung Jurai 

Meraje in a family, if there is a deliberation, their opinions and 

thoughts will be heard by the family. In deciding a deliberation that 

has the right to respond and decide is Payung Jurai Meraje, if Tunggu 

Tubang makes a mistake or violates customary provisions, the one 

who has the right to reprimand, take over the property of Tunggu 

Tubang, advise, and warn directly to Tunggu Tubang is Payung Jurai 

Meraje. 

The problem in this study is the Semendo tribe, if the heir 

dies, the inheritance is not divided but remains unchanged as it was 

originally managed by the Tunggu Tubang child, the guardian of the 

parent's inheritance. Tunggu Tubang, in this case, manages and takes 

care of the inheritance from his parents, accompanied by Payung Jurai 

Meraje as supervisor. Islam is the religion adopted by indigenous 

peoples or the Semendo tribe, but in the context of inheritance the 

Semendo indigenous people are bound by customary provisions 

between inheritance which are called Payung Jurai Meraje. 

Based on the explanation above in the discussion chapter, the 

following conclusions can be drawn: 1. Payung Jurai Meraje in the 

Semendo indigenous community is a designation for the eldest son 

and his father is Payung Jurai Meraje, then the boy is located as 

Payung Jurai Meraje. If he is born as the youngest child, he remains as 

Payung Jurai Meraje who has a position with important authority in 

the Semendo traditional inheritance system. 2. In the view of Islamic 

law, what is applied by the Semendo indigenous people is in 

accordance with the provisions of Islamic law. In Islamic law, the 

heirs are those who have blood relations and legal marital relations, in 

the Semendo indigenous community in their inheritance system the 

Payung Jurai Meraje has the authority to supervise Wait Tubang in the 

management of inheritance so that the welfare and prosperity of the 

family is maintained, in the distribution of inheritance within the 

family. The cemento custom is carried out by deliberation and the 

decision is made by Payung Jurai Meraje with the results of the 

agreement of the heirs so that the heirs still get their share. This 
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Semendo customary stipulation is carried out in order to uphold 

justice so that it will lead to the common good. 

 

Keyword: Position, Payung Jurai Meraje, Islamic Law. 
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MOTTO 

 

                           

                        

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari peninggalan ibu ayah dan 

kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta 

peninggalan ibu ayah dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 

menurut bahagian yang telah ditetapkan. 

(Q.S An-Nisa [4]:7) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul skripsi ini Kedudukan Payung Jurai Meraje 

Dalam Sistim Kewarisan Masyarakat Adat Semendo Menurut 

Hukum Islam (Studi di Dusun Cirebon Kecamatan. Baradatu 

Kabupaten. Way Kanan) untuk memberikan pemahaman yang 

jelas bagi para pembaca dan menghindari kesalapahaman terhadap 

judul skripsi ini, Maka disini penulis perlu menegaskan 

bahwasaanya :  

1. Adapun Payung Jurai Meraje yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah anak laki-laki tertua. Silsilah keturunan 

menurut adat Semendo apabila ayah anak laki-laki tertua 

tersebut berkedudukan Payung Jurai Meraje maka anak laki-

laki nya disebut Payung Jurai Meraje dan Payung Jurai 

Meraje adalah anak laki-laki tertua yang dipanggil Meraje. 

Dalam adat Semendo anak laki-laki merupakan harapan 

pengganti pemimpin sebelumnya di dalam keluarga. 

Kedudukan merupakan status sosial khususnya seseorang di 

dalam masyarakat yang terkait dengan orang lain dan 

lingkungannya. Kedudukan tersebut memperoleh martabat 

dan disertai adanya hak dan tugas yang dimilikinya.
1
 

2. Adat Semendo berasal dari kata same dan ende yang artinya 

milik bersama dengan penjelasan bahwa anak milik bersama 

tidak di jual, tidak di jujur, 

3. senyawa walaupun hidup berdua, anak milik bedua, masalah 

kecil diurus bersama, masalah besar dihadapi dengan segala 

konsekuensinya.
2
 

                                                           
1
 Muhammad Syukri AIbani Nasution, FILSAFAT HUKUM ISLAM, 

1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),  32. 
2
 Hasven Stamadova, Hermi Yanzi, and Yunisca Nurmalisa, 

“Peranan Tokoh Adat Dalam Mempertahankan Adat Tunggu Tubang Pada 

Masyarakat Semendo,” Jurnal Kultur Demokrasi, 2016, bk. 3, 

https://core.ac.uk/download/pdf/297952397.pdf. 
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4. Hukum Islam adalah peraturan yang berdasarkan wahyu dari 

Allah dan sunnah Rasul tentang perbuatan dan tingkah laku 

manusia mukallaf yang diakui dan juga berlaku mengikat 

untuk semua umat yang beragama islam. Hukum Islam secara 

garis besar mengenal dua macam hukum yang pertama 

sumber hukum bersifat aqliy dan sumber bersifat naqliy ialah 

al-Qur‟an dan Sunnah, sedangkan sumber hukum aqliy ialah 

hasil usaha menemukan hukum dengan mengutamukan pola 

pikir dengan beragam metodenya.
3
 

Menurut Istilah kata adat berasal dari bahasa arab yaitu 

adah yang berarti kebiasaaan yang telah terwujud berdasarkan 

norma atau kaidah-kaidah yang berlaku, kebiasaan dan tingkah 

laku tersebut memiliki aturan yang berlaku di masyarakat dan 

dipertahankan oleh masyarakat.
4
 

Berdasarkan uraian mengenai penegasan judul di atas 

bahwasaanya judul skripsi ini adalah Kedudukan Payung Jurai 

Meraje Dalam Sistim Kewarisan Masyarakat Adat Semendo 

Menurut Hukum Islam (Studi di Dusun Cirebon Kecamatan. 

Baradatu Kabupaten. Waykanan). 

Maka dengan ini penulis  bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana kedudukan Payung Jurai Meraje dalam sistim 

kewarisan pada masyarakat adat Semendo Tanjung Laut dalam 

pandangan waris Islam. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Indonesia kaya suku dan budaya, salah satunya 

diantaranya adat Semendo. Di dalam Adat Semendo terbagi lagi 

menjadi dua yaitu Semendo Darat, dan Semendo Tanjung Laut. 

Sehingga dengan adanya keberagaman agama, suku dan budaya 

Indonesia menjadi memiliki beberapa macam sistim hukum 

kewarisan, salah satunya sistem kewarisan yang ada pada adat 

                                                           
3
 Abd. Shomad, Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum 

Indonesia (Jakarta: Kencana, 2017), 2. 
4
 Suriyaman Masturi Pide, Hukum Adat.Pdf, ed. Suwito, 3rd ed. 

(Jakarta: Kencana, 2017), 2. 
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Semendo. Pada masyarakat adat Semendo yang dianut sistem 

kekerabatan.
5
 

Sehingga sistim kekerabatan ini secara garis besar 

menarik garis keturunan agar bertujuan untuk mengetahui siapa 

yang kerabat dan bukan kerabat. Dalam penarikan garis keturunan 

setiap adat memiliki caranya masing-masing dalam menentukan 

bentuk perkawinan yang diperbolehkan dan yang tidak 

diperbolehkan. Demikian sama dengan hal kewarisan dalam 

menentukan siapa yang menjadi pewaris dan ahli waris, namun 

sistem kewarisannya dalam menentukan berbeda-beda disetiap 

masyarakat adat tersebut. Sampai dengan saat di Indonesia hukum 

adat masi berlaku diseluruh wilayah Indonesia. 

Payung jurai Meraje memiliki peran yang sangat penting 

yaitu manjadi pemimpin di dalam keluarga, kepemimpinan 

seorang Payung Jurai Meraje dalam satu keluarga apabila ada 

musyawarah maka pendapat dan pemikirannya akan di dengar 

oleh keluarga. Dalam memutuskan suatu musyawarah yang 

berhak menanggapi dan memutuskan ialah Payung Jurai Meraje, 

apabila Tunggu Tubang melakukan kesalahan atau melanggar 

ketentuan adat maka yang berhak menegur, mengambil alih harta 

Tunggu Tubang, menasehati, dan memperingatkan langsung 

kepada Tunggu Tubang adalah Payung Jurai Meraje.  

Pada suku Semendo apabila pewaris wafat maka harta 

warisannya tidak dibagi tetapi tetap tidak berubah sebagaimana 

semula yang diteruskan pengelolaannya oleh anak Tunggu 

Tubang yaitu penunggu harta peninggalan orang tua. Tunggu 

Tubang dalam hal ini mengelola dan mengurus harta warisan dari 

orang tuanya di dampingi oleh Payung Jurai Meraje sebagai 

pengawas.  

Islam agama yang dianut masyarakat adat atau suku 

Semendo akan tetapi dalam konteks waris masyarakat adat 

                                                           
5
 A Mukhlishin, Nur Alfi Khotamin, and Ari Rohmawati, “Studi 

Hukum Islam Terhadap Kewarisan Lampung Barat Di Era Kontemporer,” 

Ulul Albab 18, no. 1 (2017): 84–104, 

https://search.proquest.com/openview/00b9be3af837a797663f71667431412d 

/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2049070. 
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Semendo terikat dengan ketentuan adat antara waris yang di sebut 

Payung Jurai Meraje.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis 

bermaksud untuk melakukan penelitian tentang Kedudukan 

Payung Jurai Meraje dalam Sistim Kewarisan Masyarakat 

Adat Semendo Menurut Hukum Islam (Studi di Dusun 

Cirebon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan). 

 

C. Fokus dan Subfokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah sistim 

kekerabatan pada masyarakat adat Semendo Tanjung Laut 

ditelaah dari sisi hukum Islam dalam hal ini fiqh mawaris 

(Faraid) 

2. Sub Fokus Penelitian 

Dalam hal ini penulis dalam penyusunan penelitian 

skripsi nya berfokus pada kedudukan Payung Jurai Meraje 

pada masyarakat adat Semendo Tanjung Laut. Namun sub 

fokus penelitian ini adalah sistim kewarisan pada masyarakat 

adat Semendo Tanjung Laut yang mengenal keberadaan 

Payung Jurai Meraje ditelaah dari hukum mawaris (Faraid). 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti 

merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kedudukan dan hak Payung Jurai Meraje dalam 

sistim kewarisan adat Semendo di Dusun Cirebon Kecamatan 

Baradatu Kabupaten Way Kanan ? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kedudukan Payung 

Jurai Meraje dalam sistim kewarisan adat Semendo di Dusun 

Cirebon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan ? 
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E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kedudukan dan hak Payung Jurai Meraje 

dalam sistim adat Semendo di Dusun Cirebon Kecamatan 

Baradatu Kabupaten Way Kanan 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik 

kedudukan Payung Jurai Meraje dalam sistim kewarisan adat 

Semendo di Dusun Cirebon Kecamatan Baradatu Kabupaten 

Way Kanan 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun keinginan penulis dalam penelitiannya penulis 

memiliki tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan memiliki manfaat, baik itu secara teoritis maupun 

praktis. 

1. Secara teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan hasilnya nanti dapat berguna 

sebagai kontribusi dalam memperluas dan memperkaya 

khasanah ilmu pengetahuan dan dapat membantu menjadi 

salah satu refrensi ataupun bahan diskusi bagi para 

mahasiswa Fakultas Syari‟ah. 

b. Penelitian ini diharapkan juga dapat menyumbangkan 

kepada masyarakat dalam hal pemikiran dan ilmu 

pengetahuan khususnya berkaitan dengan fiqh Islam. 

2. Secara praktis  

a. Untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana 

Hukum, pada Fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan 

Lampung. 

b. Peneliti dalam skripsinya diharapkan hasil penelitian ini 

dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam 

memecahkan permasalahan tentang hal waris apabila ada 

perselisihan di adat Semendo. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relavan untuk 

dijadikan tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini, namun 

perlu ditegaskan bahwasaanya perbedaan antara masing-masing 

judul dan masalah yang dibahas antara lain yaitu: 

1. Muhammad Sholihin, Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah 

2018, Fakultas Syari‟ah, Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung, Bandar Lampung. Judul skripsi Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Pemutusan Waris Bagi Anak Tunggu 

Tubang Pada Adat Semendo (Studi di Desa Sukaraja 

Kecamatan WayTenong Kabupaten Lampung Barat). Hasil 

penelitian tersebut Pandangan hukum Islam mengenai 

pemutusan waris Tunggu Tubang di desa  Sukaraja kecamatan 

Waytenong Kabupaten. Lampung Barat berdasarkan hukum 

Islam tidak ada kewarisan Tunggu Tubang, karena dalam 

hukum Islam segala sesuatu sudah ditentukan di dalam Al- 

Qur‟an, Sunnah, Hadits, Ijmak dan Ijtihad.  Anak perempuan 

Tunggu Tubang boleh atau mubah melepasakan hak waris 

yang bukan haknya tetapi dalam hal ini masyarakat tidak 

sepenuhnya menyalahi kewarisan hukum Islam karena 

masyarakat Semendo dalam hal ini mempercayai naluri yang 

sudah berlaku secara turun temurun dan menjaga 

kemaslahatan sehingga harta tersebut tidak hilang dan habis 

dijual oleh ahli waris.
6
     

2. Ahmad Rizal Anwar, Jurusan Hukum Ekonomi Syari‟ah 

2020, Fakultas Syari‟ah, Institut Agama Islam Negeri Metro, 

Metro. Judul skripsi Filosofi Pembagian Waris Adat Semendo 

Perspektif Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari‟ah (Studi 

Kasus Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong 

Kabupaten Lampung Barat). Dalam penelitian hasilnya adalah 

bahwa pembagian harta warisan dalam masyarakat adat 

Semendo yang dalam hal ini diserahkan kepada Tunggu 

                                                           
6
 Muhammad Sholihin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pemutusan Waris Bagi Anak Tunggu Tubang Pada Adat Semendo Studi di 

Desa Sukaraja Kecamatan WayTenong Kabupaten Lampung Barat” (Skripsi, 

UIN Raden Intan Lampung, 2018), 69. 
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Tubang merupakan peralihan hak dan tanggung jawab 

sebagaimana hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh 

orang tua. Hak yang dimiliki adalah penguasaan penuh atas 

harta warisan yang ditinggalkan orang tua selain menjualnya. 

Sedangkan tanggung jawab yang harus diemban adalah 

menjaga, memelihara serta mensejahterakan seluruh anggota 

keluarga tanpa terkecuali. Apabila dikaitkan dengan prinsip 

hukum ekonomi syariah, pelaksanaan pembagian harta 

warisan dalam masyarakat adat Semendo di desa Padang 

Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat 

bagi ahli waris Tunggu Tubang, sudah sesuai dengan prinsip-

prinsip hukum ekonomi syariah yakni kebebasan individu, 

hak terhadap harta, jaminan sosial, larangan menumpuk harta 

dan kesejahteraan masyarakat.
7
  

3. Azriyani, Jurusan Hukum Keluarga 2017, Fakultas Syari‟ah, 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayahtullah Jakarta, 

Jakarta. Judul skripsi Praktik Adat Tunggu Tubang Pada 

Masyarakat Semende di Tanah Rantauan. Dalam penelitian 

hasilnya adalah Bahwasannya pelaksanaan kewarisan adat 

Tunggu Tubang pada masyarakat Semende di Waydadi sama 

seperti pelaksanaan kewarisan adat Tunggu Tubang di daerah 

asal. Di mana pelaksanaan kewarisan adat Tunggu Tubang ini 

dapat dibagikan sebelum dan sesudah orang tuanya meninggal 

sedangkan cara pembagiannya yaitu jatuh secara otomatis 

kepada anak perempuan yang tertua pada masyarakat Suku 

Semende yang terjadi secara turun temurun. Alasan masih 

diterapkannya adat Tunggu Tubang ini karena adat ini 

merupakan warisan dari nenek moyang dan adat Tunggu 

                                                           
7
 Ahmad Rizal Anwar, “Filosofi Pembagian Waris Adat Semendo 

Perspektif Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari‟ah Studi Kasus Desa 

Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat” 

(Skripsi, IAIN Metro, 2020), 55. 
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Tubang ini sebagai pusat tempat berkumpulnya semua 

keluarga, baik keluarga yang dekat maupun keluarga jauh.
8
 

4. Trieasma Gustianie, Jurusan Hukum Keluarga Islam 2017, 

Fakultas Syari‟ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, Bandar Lampung. Judul skripsi Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Kedudukan Payung Jurai Dalam Sistem 

Kewarisan Adat Semende (Studi Pekon Gunung Terang, 

Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat). Dari hasil 

penelitian menunjukan bahwa, pandangan hukum Islam 

terhadap sistem kewarisan adat semendo di Pekon Gunung 

Terang tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena menurut 

ketentuan hukum Islam tidak ada kewarisan adat tunggu 

tubang dan pembagian Payung Jurai, yang hak kewarisannya 

diistimewakan hanya untuk anak peremuan tertua. Karena 

menurut hukum Islam hitungan anak laki-laki dalam hukum 

kewarisan Islam mendapat dua kali dari bagian peremuan. 

Pandangan hukum Islam tentang pemutusan hak kewarisan 

(payung jurai) dalam masyarakat adat semendo yang masih 

mempertahankan yang bukan haknya dan bukan bagiannya 

menurut hukum Islam.
9
 

5. Mohammad Yasir Fauzi, Sistem Kewarisan Adat Semendo 

Dalam Tinjauan Hukum Islam. Tradisi tunggu tubang 

didasarkan pada filosofi bahwa perempuanlah yang 

melahirkan kehidupan dan berasal dari rahim, maka 

perempuan pula yang dipercaya untuk memeliharanya. 

Tunggu Tubang bertujuan untuk memastikan bahwa harta 

keluarga berupa rumah, sawah dan kebun tetap bisa 

dimanfaatkan oleh seluruh anggota keluarga (jurai) dari 

generasi ke generasi. Jadi hakikat Tunggu Tubang sebenarnya 

                                                           
8
 Azriyani, “Praktik Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat 

Semende di Tanah Rantauan” (Skripsi, UIN Syarif Hidayahtullah Jakarta, 

2017), 74. 
9
 Trieasma Gustianie, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan 

Payung Jurai Dalam Sistem Kewarisan Adat Semende Studi Pekon Gunung 

Terang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat” (Skripsi, UIN 

Raden Intan Lampung, 2017), 74. 
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bukanlah mewarisi harta (rumah, sawah dan kebun) untuk di 

miliki secara mutlak, namun hanya sebatas hak pengelolaan 

saja. Dalam konteks realitas perubahan sosial, dan dengan 

melihat kemaslahatan (maqashid al syari‟ah), sistim warisan 

tunggu tubang tidak bertentangan dengan syar‟i.
10

 

Berdasarkan kelima kajian penelitian terdahulu yang 

relavan di atas, ternyata kaitan dengan masalah yang akan peneliti 

angkat jauh berbeda apa yang sudah dihasilkan dari kelima 

tersebut, bahwa yang membedekannya dengan skripsi penulis 

adalah judul penelitian, rumusan masalah, tempat penelitian di 

mana penelitian ini bertempat di Dusun Cirebon Kec. Baradatu 

Kab. Way Kanan dan mengkaji tentang kedudukan Payung Jurai 

Meraje dalam sistim kewarisan masyarakat adat Semendo 

menurut hukum Islam (Studi di Dusun Cirebon Kecamatan 

Baradatu Kabupaten Way Kanan). Di mana penulis menemukan 

pembeda dalam judul skripsinya dengan kelima kajian penelitian 

yang terdahulu di atas. 

 

H. Metode Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode 

guna untuk mempermudah dalam mengumpulkan hasil data, 

pembahasan dan analisis data. Adapun dalam penulisan ini 

metode yang digunakan sebagai berikut : 

1. Jenis dan sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research) dengan pendekatan secara langsung yang mana 

peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan 

masyarakat setempat dan peneliti ikut terlibat dengan 

partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa 

yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan 

                                                           
10

 Moh Yasir Fauzi, “Sistem Kewarisan Adat Semendo Dalam 

Tinjauan Hukum Islam,” Asas 8, no. 2 (2016): 98, https://doi.org/DOI: 

https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1250. 
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gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi 

setempat, bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi 

tersebut.
11

 

b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah sifat deskriftif analisis 

yaitu suatu metode penelitian dengan pengumpulan data-

data dari buku, penelitian terdahulu dan wawancara yang 

dilakukan saat penelitian lapangan yang kemudian disusun, 

dijelaskan, dianalisis dengan berbagai pertimbangan dari 

sumber-sumber Hukum Islam dan kemudian 

disimpulkan.
12

 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh 

langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, baik 

wawancara  bebas, yang berarti data yang diperoleh 

benar-benar apa adanya yang diucapkan oleh narasumber 

pada saat wawancara. Wawancara terpimpin, dalam 

wawancara terpimpin, pewawancara sudah dibekali 

dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci. Maka 

wawancara bebas terpimpin yang dikombinasikan dengan 

wawancara bebas, yang dalam pelaksannanya 

pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa 

yang akan ditanyakan secara garis besar dan  observasi 

yang kemudian diolah oleh peneliti.
13
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 J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan 

Keunggulannya, ed. Arita L (Jakarta: PT. Grasindo, 2018), 9, 

https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj. 
12

 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Grafika, 2017), 

106. 
13

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek (Jakarta: Rinika Cipta, 2012), 107. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder ini membantu peneliti untuk 

mendukung data primer melalui buku-buku seperti Fikih 

Mawaris karya Muhibbussabry. 

Sumber data sekunder adalah suatu sumber yang 

diperoleh guna mendukung, memahami dan membaca 

melalui media yang lain seperti dokumen, literatur dan 

buku-buku untuk mendukung sumber data primer.
14

 

3. Pengumpulan Data 

Adapun teknik pencatatan data yang digunakan 

dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang 

akurat dari suatu objek yang diteliti tersebut nantinya 

diharapkan dapat membantu penulis dalam mencari data 

yang dibutuhkan untuk penelitian. Untuk pengumpulan 

data, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara (interview) dilakukan untuk 

mendapatkan data berupa informasi yang tidak 

didapatkan saat melakukan observasi dan kuesioner. 

Maka peneliti mengajukan pertanyaan kepada 

partisipan. Pertanyaan yang sangat penting guna 

untuk menangkap isi pikiran, persepsi, pendapat, 

perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta 

dan realita.
15

 Disini peneliti menggunakan metode 

wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar 

pertanyaan sebagai pedoman peneliti agar data yang 

didapat sesuai yang dibutuhkan oleh peneliti, yang 

dimaksud dalam hal ini datanya akurat dan tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan yang akan 

diteliti. Sehingga wawancara tersebut dilakukan 

                                                           
14

 Angky Febriansyah, Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan 

Keuangan Pada Young Enterpreneur Academy Indonesia Bandung, Jurnal 

Riset Akuntansi 8, no. 2 (2017): 17, https://doi.org/10.34010/jra.v8i2.525. 
15

 Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan 

Keunggulannya (Jakarta: PT. Grasindo, 2018), 116 . 
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secara face to face dan wawancara ini dilakukan 

kepada tokoh agama, tokoh adat, dan Payung Jurai 

Meraje di Dusun Cirebon Kecamatan Baradatu  

Kabupaten Way kanan. 

b. Dokumentasi 

Metode ini bertujuan untuk membantu 

mendapatkan data melewati bukti-bukti seperti arsip-

arsip, rekaman video, tulisan, gambar dan karya-karya 

monumental dari seseorang. Sehingga peneliti 

mendapatkan gambaran umum yang berhubungan 

dengan masyarakat adat Semendo di Dusun Cirebon. 

Menurut Guba dan Lincoln sumber 

dokumentasi adalah dokumen yang berupa bahan 

tertulis ataupun film yang dapat digunakan sebagai 

pendukung bukti penelitian. Penggunaan dokumen 

sebagai sumber data dalam penelitian dimaksudkan 

untuk mendukung dan menambah bukti, sebab 

menurut Yin dokumen dapat memberikan rincian 

spesifik yang mendukung informasi dari sumber-

sumber lain seperti misalnya dokumen pribadi buku 

harian, surat-surat, foto, film, jurnal, rekaman video 

dan sebagainya.
16

 

4. Pengolahan Data 

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul 

semua maka tahap selanjut nya adalah: 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu melihat dan 

mengoreksi apakah data yang dikumpulkan sudah 

cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau 

sudah relavan dengan masalah. 

                                                           
16

 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian 

Pendidikan Bahasa, Solo: Cakra Books 1, no. 1 (2014): 109, http://e-

journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdp

b/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.0

4.758%0Awww.iosrjournals.org. 
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b. Penandaan data (coding) yaitu pemerikasaan kembali 

data-data yang sudah dikumpulkan seperti mengoreksi 

kembali sumber data (buku literatur, peraturan dalam 

ilmu hukum atau dokumen), pemegang hak cipta, atau 

urutan rumusan masalah. 

c. Rekontruksi data (reconstructing) menyusun ulang 

data secara teratur, logis, berurutan sehingga mudah 

untuk dipahami dan diinterpretasikan. 

5. Analisis Data 

Menurut Komarudin pengertian analisis adalah 

kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan 

menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda 

komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi 

masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.
17

 

Menurut Harahap pengertian analisis adalah 

memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi unit 

terkecil.
18

 

Menurut Bogdan analisis data adalah proses 

dalam mencari dan mengatur secara sistematis transkrip 

interview, catatan dilapangan dan data-data lain yang 

didapatkan penulis yang bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman penulis terhadap suatu fenomena dan untuk 

mempresentasikan hasil temuan penulis kepada orang 

lain.
19

 

Data deskriptif yang ditampilkan dan disajikan 

dengan bertujuan untuk menggambarkan apa adanya 

sesuai dengan data penelitian, menggambarkan 

permasalahan dan mencari jawaban atas permasalahan 

tersebut, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan 

                                                           
17

 Yuni Septiani, Edo Aribbe, and Risnal Diansyah, Analisis 

Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab 

Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sefqual (Studi Kasus : 

Mahasiswa Universitas Abdurrab Pekanbaru),” Jurnal Teknologi Dan Open 

Source 3, no. 1 (2020): 131, https://doi.org/10.36378/jtos.v3i1.560. 
18
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19
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menggunakan metode berpikir induktif dan deduktif. 

Maka analisa kualitatif ini diperoleh dengan cara data 

yang ada dari lapangan dan merinci menjadi sebuah 

kalimat-kalimat, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang 

jelas. Dalam proses analisa data penulis dapat mengetahui 

dan menarik  kesimpulan sesuai dengan sudut 

kepentingan dalam pembahasan skripsi ini dan akhirnya 

ditarik kesimpulan secara menyeluruh dari keseluruhan 

pembahasan disertai dengan saran-saran dan data-data 

yang diperoleh dilapangan yaitu mengenai kedudukan 

Payung Jurai Meraje dalam sistim kewarisan masyarakat 

adat Semendo menurut hukum Islam. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk memaksimalkan hasil dari kerja penelitian ini, 

penulis mengonstruksi penelitian ini dengan sistematika sebagai 

berikut:  

Bab I, merupakan pendahuluan dalam penelitian yang 

meliputi uraian tentang hal-hal pokok yang mendasari penelitian. 

Dalam pendahuluan tersebut terdiri dari penegasan judul, latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu 

yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II, berisi tentang teori ketentuan kewarisan menurut 

Hukum Islam dan teori Urf dalam penetapan hukum Islam. 

Bab III, membahas tentang gambaran umum Dusun 

Cirebon Kecamatan Baradatu, meliputi sejarah Dusun Cirebon, 

Kedudukan dan hak Payung Jurai Meraje dalam sistim kewarisan 

adat Semendo, dan ditinjau menurut hukum Islam. 

Bab IV, memuat analisis data yang merupakan kelanjutan 

dari analisis yang telah dimuat pada bab-bab sebelumnya yakni  

bagaimana kedudukan dan hak Payung Jurai Meraje dalam sistim 

kewarisan Adat Semendo di Dusun Cirebon Kecamatan Baradatu 

Kabupaten Way Kanan, dan pandangan hukum Islam terhadap 
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kedudukan  Payung Jurai Meraje dalam sistim kewarisan adat 

Semendo. 

Bab V, merupakan penutup dari pembahasan yang berupa 

kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan saran-saran yang 

diberikan kepada peneliti. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Ketentuan Waris dalam Islam 

1. Pengertian dan Dasar Hukum 

Hukum Islam mencakup seluruh segi kehidupan 

manusia baik untuk urusan di dunia maupun di akhirat. Ada 

yang mengandung sanksi dan ada juga yang tidak. Sanksi 

hukum adakalanya yang langsung dirasakan di dunia seperti 

layaknya sanksi pada umumnya. Namun ada pula sanksi yang 

tidak dirasakan di dunia akan tetapi akan dipertanggung 

jawabkan secara individu di akhirat kelak dalam bentuk dosa 

dan balasannya.
20

 

Seperti telah diketahui, bahwa aturan Allah dalam 

bentuk hukum Islam telah dikelompokkan oleh para ahli 

menjadi dua kelompok besar. Pertama hukum ibadah yaitu 

aturan yang menyangkut hubungan lahir manusia dengan 

penciptanya. Kedua, hukum mu‟amalat yaitu menyangkut tata 

hukum hubungan antara sesama manusia dan alam 

sekitarnya.
21

 

Di antara hukum yang mengatur hubungan manusia 

dengan sesama yang sudah ditetapkan Allah sebagai al-Shari 

adalah aturan tentang harta waris. Hukum mengenai peralihan 

harta yang diakibatkan adanya kematian. Keberadaan hukum 

waris sangatlah penting untuk mengatur distribusi harta 

peninggalan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa 

bagian masing-masing dan bagaimana cara pembagiannya.
22

 

Hukum waris dalam Islam diatur secara tegas dan 

gamblang melalui sumber hukum utama, yaitu al-Qur‟an dan 

hadits. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan 

adanya cara pembagian, jumlah bagian, siapa yang berhak 
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menerimanya sesuai dengan pandangan tradisi dan kearifan 

lokal. Karena itu penerapan hukum waris Islam selalu 

memunculkan wacana baru yang berkelanjutan di kalangan 

para pemikir hukum Islam, sehingga membutuhkan rumusan 

hukum dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Dalam 

konteks umat Islam di Indonesia, hukum waris sudah menjadi 

hukum positif yang digunakan oleh para hakim di pengadilan 

agama untuk memutuskan suatu perkara pembagian harta 

warisan.
23

 

Berpindahnya sesuatu dari individu atau kelompok 

kepada individu atau kelompok lain, sesuatu itu bisa berupa 

harta, ilmu, kemuliaan dan sebagainya. Kata tersebut banyak 

digunakan dalam al-Qur‟an dalam bentuk kata kerja, misalnya 

waratha (QS. Al-Naml: 16), yang menjelaskan tentang nabi 

Sulaiman mewarisi kenabian nabi Daud AS. Ayat serupa juga 

terdapat dalam surat al-Zumr: 74 tentang pewarisan bumi 

terhadap umat manusia dan beberapa ayat lain.
24

 

Kata waris berasal dari bahasa arab miras bentuk 

jamaknya adalah mawaris yang berarti harta peninggalan 

orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. 

Ilmu yang mempelajari warisan disebut „ilm al-mawaris atau 

lebih dikenal dengan istilah faraid.
25

 

Kata faraid merupakan bentuk jama dari faridah yang 

diartikan oleh para ulama faradiyun semakna dengan kata 

mafrudah yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Kata 

fardu sebagai suku kata dari kata faridah.
26

 

Di dalam kompilasi hukum Islam, hukum kewarisan 

adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak 

pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan 
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siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa 

bagiannya masing-masing.
27

 

Secara umum tujuan hukum kewarisan Islam adalah 

untuk menciptakan kemaslahatan hamba dalam mengelola 

kepemilikan hartanya. Seperti diketahui, manusia diciptakan 

dan diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah. Dalam arti 

bahwa konsekwensi manusia dilahirkan ke dunia adanya 

amanah yang ia emban agar dipelihara sebaik-baiknya, yaitu 

amanah untuk mengelola bumi dan isinya.
28

 

Dengan diberikan kewenangan untuk mengelola bumi 

dan semua isinya, manusia dibekali aturan-aturan yang harus 

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan 

umat manusia itu sendiri dari sudut pandang sang pencipta, 

dan bukan semata-mata kepentingan sang Maha Pencipta. 

Kemaslahatan umat manusia dapat diterlaksana jika masing-

masing individu memperoleh jaminan untuk terpenuhinya 

kebutuhan dasar sehari-hari yang terakumulasi dalam 

kebutuhan dasar yang lima yaitu terpeliharanya jiwa (al-Nafs), 

agama (al-Din), harta (al-Mal), keturunan (al-Nash), dan akal 

(al-Aql).
29

 

Kebutuhan dasar yang lima tersebut seringkali terkait 

satu sama lain, sehingga ketika salah satu unsur saja tidak 

terpenuhi maka bisa saja akan mengakibatkan terganggunya 

unsur yang lain. 

Hukum kewarisan Islam hadir dalam kehidupan sosial 

kemasyarakatan bertujuan untuk mengatur dan memelihara 

harta (hifd al-Mal) yang dimiliki seorang hamba atau 

kelompok tertentu. Hukum waris Islam lebih bersifat prefentif 

terhadap kemungkinan terjadinya konflik dalam keluarga 

perihal pembagian harta peninggalan, sehingga hukum waris 

datang dengan sangat rigit dan rinci, siapa yang berhak 
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mendapatkan dan yang tidak, dan berapa bagian masing-

masing sesuai dengan ketentuan Allah. Tidak bisa ditambah 

dan tidak bisa pula dikurangi sedikitpun atas bagian-bagian 

masing-masing, kecuali yang dibagi secara khusus atas kasus-

kasus tertentu.
30

 

Secara lebih khusus, tujuan hukum kewarisan Islam 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Mengatur hak dan kewajiban keluarga al-marhum. Setelah 

seseorang meninggal dunia, maka ia tidak lagi punya hak 

atas hartanya kecuali tidak lebih dari 1/3 (sepertiga). 

Karena itu perlu ada hukum yang mengatur hak dan 

kewajiban keluarga yang ditinggalkan baik terhadap al-

marhum maupun terhadap orang lain yang terkait. 

b. Menjaga harta warisan hingga sampai kepada individu 

yang berhak menerima. Harta dalam bentuknya yang 

beragam, selalu menjadi buruan setiap orang, dan itu 

sangat manusiawi. Namun setiap bentuk harta yang ada di 

dunia ini sudah tentu ada pemiliknya yang dapat mengatur 

dan memelihara. Ketika seseorang meninggal dunia, maka 

ia secara otomatis terputus dengan segala bentuk harta. 

Karena itu, pengelolaan dan pengurusan harta tersebut 

beralih kepada keluarga terdekat yang masih hidup. 

Dalam hal pengelolaan harta peninggalan almarhum ini 

perlu adanya kerangka hukum yang menjelaskan secara 

rinci bagaimana pendistribusian harta tersebut sehingga 

benar-benar sampai kepada masing-masing individu yang 

secara legal formal berhak menerima bagiannya. Dengan 

adanya hukum kewarisan Islam hak-hak individu akan 

terjamin, baik anak-anak maupun dewasa, laki-laki 

maupun perempuan. 

c. Keberlanjutan harta dalam setiap generasi setelah manusia 

menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi, 

lalu menghasilkan harta dan semacamnya, maka perlu 

dipikirkan bagaimana kondisi harta tersebut bisa tetap 
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berlanjut dari generasi ke generasi berikutnya. Kehadiran 

hukum waris Islam salah satunya untuk memberikan 

jaminan kelangsungan (estafet) kepemilikan terhadap 

harta yang dimiliki seseorang secara sah kepada generasi 

penerus agar harta tersebut tetap memberikan manfaat 

untuk keberlangsungan umat manusia di masa yang akan 

datang. 

d. Menghindari sengketa persoalan warisan, tidak jarang 

terjadi kasus-kasus sengketa yang diakibatkan perebutan 

harta termasuk harta warisan. Hal itu karena sudah 

menjadi sifat manusia yang selalu menuruti hawa nafsu 

terutama terkait dengan kecintaannya terhadap harta. 

Bahkan karena sengketa harta ini juga mengakibatkan 

terjadinya pertengkaran dan permusuhan yang 

berkepanjangan dalam suatu keluarga. Hal tersebut sangat 

memilukan dan tidak boleh terus berlanjut. Dengan 

adanya hukum waris Islam yang sudah mengatur siapa 

individu yang berhak dan tidak berhak, serta berapa 

bagian masing-masing secara sangat terperinci, maka jika 

aturan itu diikuti secara sempurna berdasarkan kesadaran 

akal dan hati dan penuh ketaatan atas perintah Allah, 

tentunya hal-hal di atas tidak perlu terjadi. 

e. Sarana distribusi ekonomi manusia sebagai khalifatullah 

di muka bumi mempunyai tanggung jawab untuk menjaga 

keseimbangan alam. Gelar khalifah yang disandang 

manusia seharusnya menjadi tantangan bagi kesiapan dan 

kemampuan manusia untuk mengelola bumi dan isinya. 

Antara menjaga kelestarian alam dengan pemanfaatan 

hasil bumi untuk kebutuhan hidup manusia saat ini dan 

generasi yang akan datang. Sebagai makhluk yang diberi 

kewenangan mengelola semua kekayaan yang terkandung 

dalam alam ini, manusia tentunya berwenang juga untuk 

memiliki harta kekayaan sesuai dengan kebutuhan 

hidupnya.
31
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Sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar dalam 

pembagian warisan adalah: 

a. Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an menjelaskan ketentuan-ketentuan 

pembagian warisan secara jelas diantaranya firman Allah 

di surat An-Nisa ayat 7: 

                    

                      

      

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta 

peninggalan ibu bapa dan kerabatnya dan bagi orang 

wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu 

bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut 

bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S An-Nisa [4]: 7) 

 

b. Sunnah 

Secara bahasa sunah dari kata sanna yasunnu 

sunnah yang bermakna prilaku seseorang dan jalan hidup. 

Istilah sunnah sering juga disamakan dengan khabar, 

atsar, dan hadits. Khabar secara bahasa artinya berita 

yakni berita yang berasal dari Rasulullah SAW. 

Sedangkan Atsar secara bahasa bermakna bekas yaitu 

bekas-bekas yang tertinggal dari Rasulullah SAW. 

Sementara hadis secara bahasa artinya pembicaraan, yaitu 

segala pembicaraan yang berasal dari Rasulullah SAW.
32

 

Sunnah adalah sesuatu yang diucapkan atau 

dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, secara terus-

menerus, dinukilkan dari masa ke masa secara mutawatir, 
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Nabi dan sahabatnya melaksanakannya. Demikian juga 

tabi‟in dan seterusnya dari generasi ke generasi 

berikutnya sehingga menjadi pranata dalam kehidupan 

Muslim. 

Sunnah Nabi Muhammad SAW menjadi dasar 

hukum Islam kedua setelah Al-Qur‟an, dalam hukum 

warisan sebagaimana mempunyai fungsi hubungannya 

dengan Al-Qur‟an, adalah pertama sunnah sebagai 

penguat hukum dalam Al-Qur‟an ini seperti sunnah Nabi 

Muhammad SAW dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan 

Bukhari yaitu: 

قاَلَ: )ألَۡحِقىُا  صلى الله عليه وسلمعَنِ ابۡنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنۡهمَُا، عَنِ النَّبيِِّ  

 الۡفَرَائضَِ بأِهَۡلهِاَ، فمََا بقَيَِ فهَىَُ لِِوَۡلىَ رَجُلٍ ذَكَرٍ(

Dari Ibnu Abbas  radhiyallahu 'anhuma bahwa 

Rasulullah saw beliau bersabda “Berikanlah bagian-

bagian warisan kepada ahli warisnya. Adapun selebihnya 

menjadi hak kerabat laki-laki yang paling dekat 

hubungannya (dengan jenazah). (HR. Bukhori: 6732).
33

 

 

Hadis ini menjelaskan tentang mekanisme 

pembagian warisan, dimulai dari memberikan bagian 

kepada ahli waris (ashabul furud), kemudian diberikan 

kepada keturunan laki-laki yang terdekat dengan pewaris 

sebagai penerima sisa bagian (asabah).
34

 

 

c. Ijtihad 

Ijtihad artinya upaya yang bersungguh-sungguh 

dari para ulama untuk menemukan hukum baru, dalam 

upaya menemukan hukum baru ada beberapa metode 

dalam menemukannya salah satunya adalah ijma. 
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Ijtihad merupakan suatu hal yang harus dilakukan 

oleh seorang mujtahid dalam setiap zaman dalam rangka 

untuk menjawab persoalan yang terus berkembang. Orang 

yang tegar dalam jalan kebenaran adalah para mujtahid, 

yang mana meraka terus berusaha dengan kemampuan 

intelektual mereka untuk memahami nash-nash syari‟at, 

yang mana umat yang lain tidak melakukan itu.
35

 

Islam mendorong sebagaimana untuk melakukan 

ijtihad yang dilakukan karena beberapa alasan seperti 

waris diantaranya yaitu firman Allah pada surat An-Nisa 

ayat 59 : 

                      

                         

                       

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah 

dan Rasul Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian 

jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka 

kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

Yang demikian lebih utama bagimu dan lebih baik 

akibatnya. (Q.S An-Nisa[4]:59) 

 

2. Sistim Kewarisan 

Sistim waris Islam terdiri juga atas pluralisme ajaran 

misalnya sistem kewarisan ahlus sunnah wal jama’ah, ajaran 

syiah, serta ajaran Hazairin Indonesia.
36
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Sistim hukum waris yang paling dominan dianut di 

Indonesia yaitu ajaran ahlus sunnah wal jama’ah (mazhab 

Syafi‟i, Hanafi, Hambali dan Maliki) akan tetapi yang paling 

dominan diantara keempat mazhab yang dianut di Indonesia 

adalah mazhab Syafi‟i, di samping ajaran Hazairin yang mulai 

berpengaruh sejak tahun 1950 di Indonesia.
37

 

Di dalam hukum Islam dikenal sistim kewarisan 

secara individual bilateral. Dengan adanya sistim kewarisan 

yang bersifat individual dapat diartikan bahwa harta warisan 

dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan, masing-

masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri tanpa 

terkait dengan ahli waris yang lain, hal ini didasarkan kepada 

ketentuan bahwa setiap insan atau pribadi mempunyai 

kemampuan untuk menerima dan menjalankan kewajiban 

yang dalam ushul fikih disebut ahliyah al-wujub. Dalam 

pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara 

sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak 

berbuat yang demikian.
38

 

Dalam hukum kewarisan Islam tidak dibedakan hak 

anak atas harta peninggalan anak sulung, menengah atau 

bungsu telah besar atau baru saja lahir, telah berkeluarga atau 

belum, semua berhak atas harta peninggalan orang tua. 

Namun besar kecilnya bagian yang diterima dibedakan sejalan 

dengan besar kecil beban kewajiban yang harus ditunaikan 

dalam kehidupan keluarga.
39

    

Sistim kewarisan individual yang dikenal dalam 

hukum Islam ini sejalan dengan pembawaan fitra manusia, 

manusia diciptakan oleh Allah secara kodrat suka kepada 

harta benda, suka memilikinya, bahkan juga pembawaan kikir, 

amat sayang membelanjakannya untuk kepentingan orang 

lain. Jika keinginan manusia untuk memiliki sejumlah harta 

dapat terpenuhi ia ingin memiliki lebih banyak lagi.  
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Dengan sistim individual ini berarti dapat 

disimpulkan bahwa kewarisan kolektif dianggap tidak sesuai 

dengan ajaran Islam karena cara tersebut dikhwatirkan akan 

memakan harta anak yatim yang terdapat dalam harta itu.
40

 

Selain bersifat individual kewarisan Islam bersistim 

bilateral yang berarti berbicara kearah mana peralihan harta 

itu dikalangan ahli waris, sistim bilateral dalam kewarisan 

Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada 

atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang 

menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat 

yaitu pihak kerabat dari garis keturunan laki-laki dan pihak 

kerabat dari garis keturunan perempuan, misalnya seorang 

laki-laki berhak mendapatkan harta warisan baik dari pihak 

ayahnya maupun dari pihak ibunya. Demikian juga seseorang 

perempuan berhak mendapatkan harta warisan dari pihak 

ayahnya maupun dari pihak ibunya.
41

 

Kendatipun demikian keluarga yang lebih dekat 

hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan dari pada 

keluarga yang jauh, yang lebih kuat hubungannya dengan 

pewaris lebih diutamakan  dari pada yang lebih lemah.
42

 

Menurut Hazairin paling tidak terdapat tiga landasan 

teologis normatif yang menyatakan bahwa sistim 

kekeluargaan yang diinginkan al-Qur‟an adalah sistim 

parental atau bilateral yang bersifat individual yaitu : 

Landasan teologis normatif yang pertama QS An-Nisa 

ayat 23-24 : 

                    

                    

             
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                     

                     

                    

                     

                        

                     

                  

                        

              

Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-

anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang 

perempuan, saudara bapakmu yang perempuan, saudara-

saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari 

saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan 

dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibu yang 

menyusui kamu, saudara perempuan yang sepersusuan, ibu-

ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam 

peliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri tetapi jika 

kamu belum campur dengan isterimu itu (dan diharamkan 

bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan 

menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan 

bersaudara, kecuali yang telah terjadi dimasa lampau, 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

(Q.S An-Nisa [4]: 23-24) 

 



 

 
 

28 

Apabila surah An-Nisa ayat 23-24 diperhatikan akan 

ditemukan adanya kebolehan untuk saling kawin antara orang 

bersaudara sepupu, di samping adanya penegasan tentang 

larangan menikahi saudara-saudara perempuan, saudara-

saudara ayah yang perempuan, saudara-saudara ibu yang 

perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-

laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan, 

dan saudara perempuan yang persusuan.
43

 

Landasan teologis normatif  yang kedua adalah surat 

An-Nisa ayat 11 yaitu: 

                         

                        

    

Allah mensyariatkan mewajibkan kepada mu tentang 

pembagian warisan untuk anak-anakmu yaitu bagian seorang 

anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak 

perempuan. Dan jika anak itu semua nya perempuan yang 

jumlah nya lebih dari dua maka bagian mereka dua pertiga 

dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu 

seorang saja maka dia memperoleh setengah harta yang 

ditinggalkan. (Q.S An-Nisa[4] : 11) 

 

Surat di atas menjelaskan bahwa semua anak baik 

laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris bagi orang 

tua nya.
44

 

Sedangkan landasan teologis normatif  yang ketiga 

adalah surah An-Nisa ayat 176 yaitu: 
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                            

                          

                    

Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. 

Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah 

yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai 

anak dan mempunyai saudara perempuan maka bagi 

saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang 

ditinggalkannya dan saudara laki-laki yang mempusakai 

(seluruh harta perempuan) jika ia tidak mempunyai anak 

tetapi jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi 

keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang 

meninggal.  (Q.S An-Anisa[4] : 176)  

Surat di atas menerangkan bahwa kedudukan saudara 

bagi semua jenis saudara seayah dan seibu adalah ahli waris.
45

 

a. Faktor Penyebab Hubungan dan Putusnya Waris 

Harta orang yang telah meninggal dunia dengan 

sendirinya beralih kepada orang hidup yang memiliki 

hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia 

tersebut. Dalam literatur hukum Islam atau fiqh, 

dinyatakan ada empat hubungan yang menyebabkan 

seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang 

telah mati, yaitu:  

1) Hubungan kerabat (Nasab)   

Hubungan kekerabatan adalah hubungan 

nasab (hubungan darah) atau disebut juga dengan 

hubungan nasabiyah, antara orang yang mewariskan 

dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh 

kelahiran. Kekerabatan merupakan salah satu sebab 
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memperoleh hak kewarisan terkuat dibandingkan 

dengan yang lain, karena kekerabatan masuk dalam 

unsur penting adanya seseorang yang tidak dapat 

dihilangkan. Islam tidak membedakan status hukum 

seseorang dalam kewarisan dari segi kekuatan 

fisiknya, tetapi semata-mata karena pertalian darah 

atau kekerabatan yang dimiliki dengan pewaris. 

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara 

yang mewariskan dengan yang mewarisi dimasukan 

dalam tiga golongan yaitu: 

a) Furu yaitu jalur cabang kebawah dari pewaris 

seperti anak, cucu dan seterusnya kebawah. 

b) Ushul yaitu leluhur (pokok atau asal) yang 

menyebabkan adanya si pewaris  

c) Hawasyi adalah keluarga yang dihubungkan 

dengan pewaris melalui garis menyamping, 

seperti saudara, paman, bibi dan anak 

keturunannya tanpa membeda-bedakan antara 

laki-laki dan perempuan.
46

 

2) Hubungan Perkawinan  

Disamping hak kewarisan berlaku atas dasar 

hubungan kekerabatan, hak kewarisan juga berlaku 

atas dasar hubungan perkawinan. Perkawinan yang 

menjadi timbulnya hubungan kewarisan antara suami 

dengan isteri itu adalah perkawinan yang sah menurut 

syariat Islam. Perkawinan yang sah menurut Islam 

adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat 

perkawinan dalam Islam. Jika perkawinan itu tidak 

sah menurut syari‟at Islam atau dinyatakan  fasid 

(rusak) oleh Pengadilan Agama, maka tidak dapat 

digunakan sebagai alasan untuk menuntut harta waris, 

karena tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk 

menuntut harta waris, sebab tidak ada hubungan waris 
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mewarisi antara keduanya, apabila salah satu dari 

keduanya meninggal dunia.
47

 

Perkawinan yang menyebabkan dapat 

mewarisi memerlukan dua syarat yaitu: 

a) Akad nikah itu sah menurut syariat Islam baik 

keduanya telah berkumpul atau belum. 

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang 

telah dilangsungkan dan telah terpenuhi rukun 

dan syaratnya, baik menurut ketentuan hukum 

agama maupun ketentuan administratif 

sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. 

b) Ikatan perkawinan antara suami istri itu masi utuh 

atau masi dianggap utuh yang artinya suami istri 

masih terikat dalam sebuah perkawinan, jadi 

suami istri bisa saling mewarisi apabila keduanya 

tidak bercerai.
48

 

Adapun yang menjadi dasar hukum bahwa 

hubungan pernikahan itu salah satu sebab yang 

menjadikan suami atau istri berhak untuk 

mendapatkan warisan ketika salah seorang dari 

keduanya meninggal dunia adalah firman Allah SWT 

pada surat An-nisa ayat 12 yang berbunyi :  

                

                   

              
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                  

                    

                     

                    

                    

                        

      

 Dan bagianmu (suami-suami) adalah 

seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-

istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika 

mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka 

kamu mendapat seperempat dari harta yang 

ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang 

mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. 

Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu 

tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika 

kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 

seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan 

(setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan 

setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang 

meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang 

tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan 

anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki 

(seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), 

maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara 

itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara 
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seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-

sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah 

(dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah 

dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan 

(kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. 

Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (Q.S. An-

Nisa [4]:12). 

3) Wala 

Wala adalah pewarisan karena jasa seseorang 

yang telah memerdekakan seorang hamba sahaya 

kemudian hamba sahaya (budak) itu menjadi kaya. 

Jika orang dimerdekakan itu meninggal dunia maka 

orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan 

warisan. Warisan ini dapat diperoleh jika orang yang 

dimerdekakan itu tidak mempunyai ahli, dzawil 

arham, atau suami isteri.
49

 

4) Jihatul Islam 

Tujuan Islam (Jihatul Islam), yaitu Baitul Mal 

(perbendaharaan Negara) yang menampung harta 

warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris 

sama sekali dengan sebab tersebut diatas.
50

 

Baitul Mal mempunyai peranan yang cukup 

besar sebagai sarana tercapainya tujuan negara serta 

pemerataan hak dan kesejahteraan kaum muslimin. 

b. Faktor Penyebab Putusnya Waris 

Adapun yang dapat membuat putusnya waris atau 

menghilangkan hak seseorang tersebut ada tiga yaitu : 

1) Pembunuhan, pembunuhan terhadap pewaris oleh ahli 

waris menyebabkan tidak bisa mendapatkan harta 

warisan. Ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu 

Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-
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Tirmizi bahwa seseorang yang membunuh pewarisnya 

tidak berhak menerima warisan dari orang yang 

dibunuhnya itu.
51

 Mengingat banyaknya bentuk 

tindakan pembunuhan, para ulama berbeda pendapat 

tentang jenis pembunuhan mana yang menjadi 

penghalang kewarisan.  

Menurut ulama Syafiyah berpendapat bahwa 

segala bentuk tindakan pembunuhan yang dilakukan 

oleh ahli waris terhadap pewarisnya menjadi 

penghalang untuk mewarisi.
52

 Menurut ulama 

Hanafiyah pembunuhan yang dapat menghalangi 

mewarisi ada empat macam yaitu pertama 

pembunuhan dengan sengaja yang sudah 

direncanakan sebelumnya, kedua pembunuhan mirip 

sengaja dengan menganiaya tetapi tidak bermaksut 

membunuh, ketiga pembunuhan karna khilaf yaitu 

pembunuhan yang tanpa sengaja membunuh, keempat 

pembunuhan dianggap khilaf misalnya tanpa sengaja 

barang berat yang dibawa terjatuh menimpa dan yang 

tertimpa meninggal.
53

 

Menurut ulama Malikiyah pembunuhan yang 

menjadi penghalang mewarisi yaitu pembunuhan 

dengan sengaja, mirip sengaja, pembunuhan tidak 

langsung yang disengaja.
54

 Sedangkan menurut ulama 

Hanabilah pembunuhan yang dapat penghalang 

mewarisi yaitu pembunuhan sengaja, mirip sengaja, 

kerena khilaf, dianggap khilaf, tidak langsung dan 
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pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak 

cakap untuk bertindak (anak kecil atau orang gila).
55

 

2) Berlainan agama, berlainan agama yang menjadi 

putusnya mewarisi adalah antara ahli waris dan 

pewaris, salah satunya beragama Islam dan satunya 

tidak beragama Islam. Penyebab hilangnya hak 

kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam hadis 

Rasuslullah dari Usman bin Zaid, diriwayatkan oleh 

Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibn 

Majah yanng telah disebutkan bahwa seseorang 

muslim tidak menerima warisan dari yang bukan 

muslim dan yang bukan muslim tidak menerima 

warisan dari seorang muslim.
56

 dari penjelasan hadis 

tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara 

kekerabatan yang berbeda agama dalam kehidupan 

sehari-hari hanya menyangkut pergaulan saja, Jadi 

sudah jelas bahwa berlainan agama akan menjadi 

penghalang untuk saling mewarisi. Seseorang yang 

murtad termasuk orang yang tidak medapatkan 

warisan dari keluarganya yang muslim.
57

 

3) Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukan 

karena status kemanusiaannya tetapi semata-mata 

karena status formalnya sebagai hamba sahaya 

(budak).
58

 Status budak dianggap tidak cakap 

mengurusi harta dan putus hubungan kekeluargaan 

dengan kerabatnya, budak juga dipandang sebagai 

harta milik tuannya. Sehingga tidak dapat mewariskan 
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harta peninggalannya, sebab dirinya dan segala harta 

yang ada pada dirinya adalah milik tuannya.
59

 

c. Syarat dan Rukun Pembagian Waris 

Berdasarkan pembagian harta waris 

bahwasaannya dalam melakukann pembagiannya ada 

beberapa syarat yang perlu dipenuhi terlebih dahulu, 

yaitu: 

1). Pewaris Meninggal Dunia 

Yang dimaksud dengan meninggalnya ahli 

waris adalah bahwa seseorang telah meninggal dunia 

dan diketahui oleh semua ahli warisnya sebagian atau 

sebagian dari mereka, apakah ia meninggal secara 

haqiqi yang mana merupakan kematian yang 

sebenarnya maka dalam hal ini yang dimaksudkan 

adalah hilangnya nyawa seseorang yang dapat 

disaksikan dengan panca indera tanpa harus melalui 

pembuktian bahwa ia telah meninggal. Sedangkan 

meninggal huqmy merupakan  kematian berdasarkan 

keputusan hakim dimana kematian diakui setelah 

hakim membuat keputusan bahwa fulan telah 

meninggal, terhitung sejak tanggal keputusan itu 

dibuat. 

Adapun meninggal dunia taqdiry (mati 

menurut dugaan) yakni suatu kematian yang bukan 

haqiqi dan bukan  huqmy, tetapi hanya semata mata 

karena dugaan keras, misalnya kematian seorang bayi 

yang baru dilahirkan akibat pemaksaan oleh ibunya 

dengan cara minum racun. Kematian tersebut hanya 

semata-mata dugaan keras dan nyatanya bayi itu 

memang sudah meninggal dunia.
60

 

2). Ahli Waris 
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Ahli waris harus ada dan hubungan antara 

keduanya harus jelas pada saat pewaris meninggal. 

Ahli waris merupkan orang-orang yang berhak 

mendapatkan warisan dari pewaris dan menguasai 

warisan dari tersebut. 

 Perpindahan harta warisan itu berasal dari 

jalan pewarisan oleh karena itu sesudah pewaris 

meninggal para ahli waris harus ada dan jelas 

hubungan ikatannya dengan pewaris dan benar-benar 

masih hidup.
61

 

3). Status Perkawinan Jelas 

Seseorang dapat mewarisi harta orang yang 

meninggal dunia apabila di dalam sistem kewarisan 

jelas hubungan antara keduanya.  

Misalnya, hubungan antara anak dengan orang 

tua, hubungan suami dengan isteri, saudara sekandung 

ataupun hubungan sekandung dengan ibu, atau 

sekandung dengan ayah.
62

 

Rukun pembagian waris dalam Islam sudah 

jelas dan di bagi dalam 3 bagian yaitu: 

a) Pewaris (Al-Muwaris) 

Pewaris  adalah orang yang memiliki harta 

apabil meninggal dunia dan meninggalkan harta 

benda untuk diwariskan kepada ahli waris, dan 

kematian pewaris itu masi tetap berstatus seorang 

muslim. Dalam istilah lain, pewarisan ini terkait 

erat dengan suatu proses pengalihan hak atas harta 

benda yang semula dimiliki oleh pewaris atau 

seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli 

waris yang berhak warisan dan masih hidup oleh 

karena itu ketika sesorang yang masih hidup 

melakukan pengalihan hak kepada keluarganya 
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maka tidak dapat disebut pewarisan, meskipun 

pengalihan itu dilaksanakan pada saat menjelang 

detik-detik kematian pewaris.
63

 

Menurut sistem kewarisan Islam pewaris 

merupakan seseorang yang memiliki harta pada 

saat semasa hidupnya dan pada saat meninggal 

dunia dan ahli waris masih berstatus beragama 

Islam maka dalam hal ini apabila jika seorang 

muslim meninggal dunia dan meninggalkan harta 

waris tetapi ahli warisnya tidak ada maka harta 

warisnya diserahkan kepada Baitul mall, yang 

mana harta tersebut kelanjutannya akan dilakukan 

untuk kepentingan umat muslimin.
64

 

b) Harta Warisan (Al-Mauuruts) 

Harta pusaka yang dalam istilah faraid 

disebut warisan tirkah atau warisan peninggalan 

adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang 

meninggal baik berupa uang maupun benda lain 

yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk 

diwariskan kepada ahli warisnya, Dalam kompilasi 

hukum Islam bahwa yang dinamakan harta warisan 

adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta 

bersama setelah digunakan untuk keperluan 

pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya 

pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang 

dan pemberian untuk kerabat.
65

 

c) Ahli Waris 

Ahli waris adalah orang yang berhak 

mewarisi sebab ada hubungan kekerabatan atau 

biasa disebut hubungan nasab ditentukan oleh 

                                                           
63

 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2008), 40. 
64

 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Waris Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 

1995), 52. 
65

 Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, 46. 



 

 
 

39 

adanya hubungan darah, dan adanya hubungan 

darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran, 

seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan 

anak yang dilahirkannya dan si anak mempunyai 

hubungan kekerabatan dengan kedua orang tuanya. 

Syaratnya pada saat meninggal almuwarrits ahli 

waris benar-benar dalam keadaan hidup, termasuk 

dalam pengertian ini adalah bayi yang masih 

berada dalam kandungan (al-haml). Meskipun 

masih berupa janin apabila dapat dipastikan hidup 

melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, 

maka dalam hal ini bagi si janin tersebut berhak 

mendapatkan warisan. untuk itu perlu diketahui 

batasan mendapatkan warisan. Untuk itu perlu 

sedikit batas minimal dan atau paling lama batas 

maksimal usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk 

mengetahui kepada siapa janin tersebut akan 

dinasabkan. Ada syarat lain yang harus dipenuhi 

yaitu bahwa di antara yang mewarisi dalam hal ini 

al-muwarrits dan al-warits yaitu ahli waris yang 

mana tidak ada halangan untuk saling mewarisi 

(mawani’ al-irts).
66

 

d. Ahli Waris dan Kedudukannya 

Kemudian, adanya penerima ashabah, yaitu bagian 

sisa setelah diambil oleh ahli waris Ashab al-furudh. 

Sebagai penerima bagian sisa, ahli waris ashabah, terkadang 

menerima bagian yang banyak (seluruh harta warisan), 

terkadang menerima sedikit, terkadang juga tidak menerima 

bagian sama sekali karena habis diambil ahli waris ashab 

al-furudh. Adapun macam ahli waris ashabah ada tiga 

macam yaitu para ahli waris ashabul furudh ada 12 orang, 7 

orang perempuan dan 4 orang laki-laki, Para ashabul furudh 

dari perempuan adalah : 
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1) Isteri  

2) Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya 

kebawah 

3) Saudari sekandung  

4) Saudari seayah 

5) Saudari seibu 

6) Ibu  

7) Nenek sahihah 

Para ashabul furudh dari laki-laki adalah : 

1) Suami  

2) Ayah  

3) Kakek sahih 

4) Saudara seibu  

Di dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 184, 

dijelaskan bahwa menurut hubungan darah yaitu: 

1) Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, 

saudara laki-laki, paman dan kakek. 

2) Golongan perempuan terdiri dari ibu,anak perempuan, 

saudara perempuan nenek. 

Ashabah bin nafsi yaitu ahli waris yang karena 

kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian ashabah 

ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki kecuali 

mu‟tiqah (orang perempuan yang memerdekakan hamba 

sahaya) yaitu : 

1) Anak laki-laki 

2) Cucu laki-laki dari garis laki-laki 

3)  Ayah 

4)  Kakek 

5) Saudara laki-laki sekandung 

6) Saudara laki-laki seayah 

7) Anak laki-laki saudara sekandung 
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8) Anak laki-laki saudara seayah 

9) Paman sekandung 

10) Paman seayah 

11) Anak laki-laki paman sekandung 

12) Anak laki-laki paman seayah 

13) Mu‟tiq dan mu‟tiqah. 

Ashabah bilghair, yaitu ahli waris yang menerima 

bagian sisa karena bersama sama dengan ahli waris lain 

yang telah menerima bagian sisa. Apabila ahli waris 

penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima sebagai 

dzawil furud. Ahli waris penerima Ashabah bilghair 

tersebut adalah : 

1) Anak perempuan bersama anak laki-laki 

2)  Cucu perempuan dari garis laki-laki bersama dengan 

cucu laki-laki dari garis laki-laki 

3)  Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-

laki sekandung, suadara perempuan seayah bersama 

saudara laki-laki seayah. 

 

3. Asas-Asas Hukum Kewarisan 

Asas-asas dalam hukum kewarisan Islam berbeda 

dengan hukum waris manusia yang sekaligus menjadi 

karakteristik tersendiri bagi posisinya sebagai hukum Tuhan, 

namun pada sisi yang lain asas-asasnya juga menunjukkan 

bahwa hukum kewarisan Islam memang sebagian sudah 

mengalami proses penyempurnaan sesuai kondisi masyarakat 

yang menggunakannya.
67

 

a. Asas ijbari 

 Ijbari secara etimologi berarti kewajiban 

(compulsory) atau sesuatu yang diwajibkan dapat juga 

berarti pemaksaan, keharusan, dan kewajiban. Dalam 

                                                           
67

 Maimun Nawawi, Pengantar Hukum Kewarisan Islam (Surabaya: 

Pustaka Radja, 2016) 47. 



 

 
 

42 

lapangan kewarisan, kata ijbari menjadi suatu istilah bahwa 

ketika ada seseorang meninggal dan meninggalkan harta 

atau semacamnya, maka sebagai akibat dari kematiannya 

tersebut harta yang dimiliki almarhum secara otomatis dan 

memaksa harus beralih kepada generasi selanjutnya atau 

yang termasuk dalam daftar ahli warisnya. Seorang yang 

meninggal tidak mempunyai kekuasaan lagi terhadap 

hartanya kecuali 1/3. Dengan bahasa lain, bahwa pemilik 

harta yang sudah meninggal dunia tidak berhak lagi untuk 

tidak mendistribusikan hartanya kepada orang lain, begitu 

juga bagi ahli warisnya.  

Dengan adanya asas ijbari dalam hukum kewarisan 

Islam, memiliki arti bahwa hukum itu secara memaksa 

wajib dilaksanakan sesuai apa adanya, asas ijbari 

mengindikasikan tidak adanya kuasa pemilik harta (al-

marhum) maupun ahli waris untuk tidak menjalankan 

pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan yang 

dijelaskan dalam hukum kewarisan Islam, baik pelaksanaan, 

perhitungan, maupun bagian-bagian yang harus diterima 

ahli waris. Ini berbeda dengan hukum waris adat maupun 

kewarisan menurut hukum perdata, yang masih memberikan 

kewenangan penuh kepada pemilik harta maupun kepada 

ahli waris untuk membagi hartanya sesuai dengan keinginan 

dan cara yang dikehendakinya. Kepada siapa pemilik harta 

mau memberikan hartanya yang dianggap pantas menerima, 

dan berapa bagian untuknya itu dalam hukum tersebut 

masih dimungkinkan, karena itu hukum manusia.
68

 

b. Asas bilateral  

Asas bilateral berarti prinsip keturunan yang 

memperhitungkan hubungan kekerabatan baik melalui pria 

maupun wanita secara serentak. Dalam hal pembagian 

warisan, asas bilateral dimaknai sebagai proses peralihan 

harta peninggalan melalui dua jalur, yaitu melalui jalur 

keturunan laki-laki dan jalur keturunan perempuan. Artinya 
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bahwa setiap individu dapat menerima bagian warisan dari 

kedua jalur kekerabatan, yaitu garis keturunan kerabat 

bapak dan dari garis keturunan kerabat ibu. 

Hukum kewarisan Islam manganut asas bilateral 

karena memberikan bagian kepada kedua jalur kerabat baik 

kerabat laki-laki maupun perempuan. Harta waris juga 

diberikan kepada orang yang secara hubungan keluarga 

lebih dekat dengan pewaris tanpa membedakan jenis 

kelamin dan tingkatan umur, laki-laki dan perempuan, 

masih anak-anak maupun sudah dewasa. Orang yang paling 

dekat dengan pewarislah yang akan menerima bagian lebih 

banyak, dalam hal  ini adalah anak-anak pewaris.
69

 

c. Asas Individual 

Hukum kewarisan Islam juga menganut asas 

individual. Artinya bahwa masing-masing ahli waris yang 

mendapat bagian harta peninggalan pewaris berhak dan 

berkuasa penuh atas harta secara individual tanpa terikat 

dengan ahli waris yang lain. Ketika seorang ahli waris 

menerima bagian warisan dari pewaris, maka seketika itu 

pula ia secara pribadi berhak atas penguasaan hartanya. Ia 

berhak melakukan atau tidak melakukan apa saja terhadap 

harta warisan yang diterima, terkecuali ahli waris yang 

masih anak-anak dan belum mampu untuk mengemban 

kewajiban atas pengelolaan hartanya, maka lebih baik tidak 

diberikan secara penuh pengelolaannya, meskipun secara 

hak, ia secara pribadi memiliki otoritas penuh atas 

penguasaan hartanya. 

d. Asas proporsional  

Kehadiran hukum Islam  salah satu misinya adalah 

menegakkan keadilan dalam semua lini kehidupan 

masyarakat. Hukum kewarisan Islam lingkup kajiannya 

mengatur urusan harta peninggalan seseorang yang 

meninggal dunia. Hukum ini di samping mangandung nilai-
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nilai privasi dalam kepemilikan harta juga menjamin rasa 

keadilan atas pemeroleh harta peninggalan bagi masing-

masing ahli waris.   

Keadilan yang dibangun dalam pelaksanaan hukum 

kewarisan Islam adalah keadilan yang proporsional. Artinya 

harta peninggalan dibagi sesuai kadar kebutuhan masing-

masing ahli waris. Hal itu dapat dilihat antara lain mengenai 

ahli waris yang lebih berhak menerima bagian adalah 

kerabat keluarga yang lebih dekat dengan pewaris. Dalam 

hal ini bisa dilihat bahwa ahli waris yang menempati posisi 

terdepan adalah anak-anak pewaris, baik anak laki-laki 

maupun anak perempuan. Ini menunjukkan bahwa hukum 

kewarisan Islam berpijak pada pola pembagian harta yang 

mengedepankan sisi keadilan dan proporsional dalam 

menjaga hubungan kekeluargaan.
70

 

Asas proporsional juga terlihat dalam besaran 

perolehan harta peninggalan. Misalnya ahli waris anak-anak 

mendapat bagian lebih besar dari ahli waris kelompok ibu-

bapak, meskipun sebenarnya kedua orang tua termasuk 

pemilik bagi anak-anak termasuk hartanya seperti dalam 

hadits nabi anta wa ma luka li abika (kamu dan hartamu 

adalah milik orang tuamu).
71

 

e. Asas sebab adanya kematian 

Hukum kewarisan Islam akan berlaku jika ada 

seseorang yang mempunyai harta meninggal dunia. Artinya 

tidak akan ada yang namanya kewarisan jika tidak didahului 

dengan kematian seseorang. Hukum Islam mensyaratkan 

pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu baru 

hartanya diwarisi.  

 Kematian seseorang berimplikasi kepada hilangnya 

hak atas penguasaan terhadap harta yang ia miliki kecuali 

hanya sepertiga dari total harta, di mana bisa diberikan 

sebagai harta wasiat jika pewaris berwasiat sebelum 
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meninggal dunia, itupun dalam hukum Islam tidak 

diperbolehkan berwasiat kepada ahli waris.
72

 

f. Asas keadilan berimbang 

Berdasarkan hal tersebut yang merupakan asas 

keadilan berimbang yaitu merupakan suatu perbandingan 

bagian laki-laki dengan bagian perempuan 2:1 kecuali 

dalam keadaan tertentu. Perbedaan bagian laki-laki dengan 

bagian perempuan tersebut adalah karena kewajiban laki-

laki dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga 

berbeda. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempunyai 

kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya, sedangkan 

istri sebagai ibu rumah tangga tidak mempunyai kewajiban 

menafkahi anggota keluarganya kecuali terhadap anak bila 

suami tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Mengenai 

bagian laki-laki sepakat membagi sama rata bagian laki-laki 

dan perempuan setelah mereka mengetahui bagian masing-

masing yang sebenarnya menurut hukum.
73

 

g. Asas wasiat wajibah 

Asas wasiat wajibah ini artinya anak angkat dan 

ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat 

tentang harta masing-masing bila tidak ada wasiat dari anak 

angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah 

angkat atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah. Pasal 

209 KHI dinyatakan pertama harta peninggalan anak angkat 

dibagi berdasarkan pasal 176 sampai 12 dengan pasal 193 

tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang 

tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-

banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, dan ayat 

dua nya dinyatakan terhadap anak angkat yang tidak 

menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 

1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.
74
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h. Asas retroaktif 

Asas retroaktif terbatas artinya Kompilasi Hukum 

Islam tidak berlaku surut dalam arti apabila harta warisan 

telah terbagi secara riil sebelum Kompilasi Hukum Islam 

diperlakukan, maka keluarga yang mempunyai gugatan 

waris. Jika harta warisan belum dibagi secara riil maka 

terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia 

sebelum Kompilasi Hukum Islam lahir, dengan sendirinya 

Kompilasi Hukum Islam berlaku surut. 

i. Asas hibah 

Asas hibah dan wasiat kepada ahli waris 

diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 210 Kompilasi 

Hukum Islam ayat pertama dinyatakan orang yang telah 

berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan 

tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-

banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau 

lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki dan ayat 

keduanya dinyatakan harta benda yang dihibahkan harus 

merupakan hak dari penghibah. 

j. Asas egaliter 

Asa egaliter artinya kerabat karena hubungan darah 

yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah 

sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dan tidak boleh melebihi 

bagian ahli waris yang sederajat dengannya. 

k. Asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti 

Asas ahli waris langsung dan ahli waris pengganti 

yaitu pertama ahli waris langsung adalah ahli waris yang 

disebut dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan 

kedua ahli waris pengganti (plaatsvervulling) adalah ahli 

waris yang diatur berdasarkan Pasal 185 KHI yaitu ahli 

waris pengganti atau keturunan dari ahli waris yang 

disebutkan pada Pasal 174 KHI. Di antaranya keturunan 

dari anak laki-laki dan anak perempuan, keturunan dari 

saudara laki-laki atau perempuan, keturunan dari paman, 

keturunan dari kakek dan nenek yaitu bibi dan keturunannya 
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seperti paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan 

ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris 

langsung yang disebut pada Pasal 174 KHI. 

l. Asas hubungan darah, yakni hubungan darah akibat 

perkawinan sah.
75

 

Adapun maksud tentang pemahaman asas keadilan 

dalam hukum kewarisan Islam, bukan semerta-merta hanya 

diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, akan 

tetapi ditentukan dengan dilihat berdasarkan besar-kecilnya 

beban atau tanggungjawab diembankan kepada mereka, 

sehingga ditinjau dari segi keumuman keadaan kehidupan 

manusia.
76

 

4.. Hikmah Hukum Waris  

Adapun masalah ini bahwasaannya yang 

bersangkutan dengan pembagian harta waris bagi seorang 

perempuan yang hanya mendapat setengah dari bagian laki-

laki, di dalamnya terdapat sebuah hikmah yang mendalam. 

Salah satunya yaitu kenyataan bahwa laki-lakilah yang 

diberikan atau di bebankan oleh syariat yang mana laki-laki 

dibebankan tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada 

keluarga dan membebaskan perempuan dari kewajiban 

tersebut, meskipun perempuan boleh saja ikut mencari nafkah. 

Oleh sebab itu, maka sudah tepat dan adil jika dalam 

pembagian warisan, laki-laki mendapatkan bagian yang 

melebihi bagian perempuan. Karena jika tidak demikian, 

maka hal itu justru akan menzalimi kaum laki-laki. Meskipun 

waris bagi perempuan lebih sedikit, sebenarnya akan tertutupi 

dengan maskawin dan nafkah yang menjadi haknya dari 

seorang suami. 

Hukum Islam yaitu peraturan yang berdasarkan 

wahyu Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui 
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sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi 

wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk 

seluruh anggotanya.
77

 

Hikmah adanya syariat yang telah Allah tetapkan bagi 

kaum muslim dalam pembagian waris, di antaranya sebagai 

berikut : 

a. Kaum wanita tidak diwajibkan memberi nafkah kepada 

siapa pun di dunia ini. Sebaliknya, kaum lelakilah yang 

mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada 

keluarga dan kerabatnya, serta siapa saja yang diwajibkan 

atasnya untuk memberi nafkah dari kerabatnya. 

b. Kaum wanita selalu harus terpenuhi kebutuhan dan 

keperluannya, dan dalam hal nafkahnya kaum wanita 

wajib diberi oleh ayahnya, saudara laki-lakinya, anaknya, 

atau siapa saja yang mampu di antara kaum laki-laki 

kerabatnya. 

c. Kebutuhan pendidikan anak, pengobatan jika anak sakit 

termasuk istri dan lainnya, seluruhnya dibebankan hanya 

pada pundak kaum laki-laki. Sementara kaum wanita 

tidaklah demikian.
78

 

d. Terciptanya ketentraman hidup dalam berkeluarga. 

e. Mempererat tali silaturahmi antara anggota keluarga. 

f. Mencegah timbulnya konflik antar keluarga yang 

ditinggalkan. 

g. Mengingatkan kedudukan dan kewajiban setiap anggota 

keluarga. 

h. Menumbuhkan perilaku peduli terhadap orang lain 
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i. Terciptanya keadilan dalam kehidupan berkeluarga.
79

 

 

B. Teori Urf dalam penetapan hukum Islam 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Urf 

Kata urf secara etimologi berarti sesuatu yang 

dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Adapun menurut 

istilah urf dalam yaitu al-adah (adat istiadat) misalnya urf  

berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam 

melakukan jual beli kebutuhan sehari-hari seperti garam, 

tomat dan gula, dengan hanya menerima barang dan 

menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan kabul 

(qabul).
80

 

Contoh urf yang berupa perkataan seperti kebiasaan di 

satu masyarakat untuk tidak menggunakan kata al-lahm 

(daging) kepada jenis ikan.  

 Kebiasaan-kebiasaan seperti itu menjadi bahan 

pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-

masalah yang tidak akan ketegasan hukumnya dalam al-

Qur‟an dan sunnah.
81

 

Kata urf juga terdapat dalam Al-Quran dengan arti 

ma‟ruf yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam 

surat al-Araf ayat 199 yaitu: 

                 

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang 

mengerjakan yang mak'ruf (al-urfi), serta berpalinglah dari 

pada orang-orang yang bodoh. (Q.S Al-Araf [7]: 199). 
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Sedangkan secara terminologi urf mengandung makna 

sesuatu yang telah terbiasa dikalangan manusia atau sebagian 

mereka dalam hal muamalat yakni hubungan kepentingan dan 

telah melihat atau tetap dalam diri mereka. Dalam beberapa 

hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal sehat. Urf 

lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.
82

 

Dasar hukum urf para ulama sepakat menolak urf 

fasid adat kebiasaan yang salah untuk dijadikan landasan 

hukum. Adapun tentang urf shahih menurut hasil penelitian 

al-Tayyib Khudari al-Sayyid guru besar ushul fiqh dalam 

karyanya Al-Ijtihad fi ma la nassa fih, bahwa mazhab yang 

dikenal banyak menggunakan urf sebagai landasan hukum 

adalah kalangan Hanfiyah dan kalangan Malikiyah, dan 

selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi‟iyah. 

Menurutnya pada prinsipnya mazhab-mazhab tersebut, 

sehingga urf dimasukan ke dalam kelompok dalil-dalil yang 

diperselisihkan dikalangan ulama.
83

 

Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan 

beberapa alasan antara lain firman Allah dalam surat Al-araf 

ayat 199 yang berbunyi: 

                   

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang 

mengerjakan yang mak'ruf (al-urfi), serta berpalinglah dari 

pada orang-orang yang bodoh”. (Q.S Al-Araf [7]: 199). 

Kata al-urfi dalam ayat tersebut di mana umat 

manusia disuruh mengerjakannya oleh para ulama ushul fiqh 

dipahami sebagai sesuatu yang baik yang telah menjadi 

kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut 

dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang 

telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam 

suatu masyarakat. 
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Pada dasarnya syariat Islam dari masa awal banyak 

menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam 

masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-

Qur‟an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan 

menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan 

masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan 

dilestarikannya serta ada pula yang dihapuskannya. 
84

 

 

2. Pembagian / Macam  Urf 

Urf  baik berupa perbuatan maupun perkataan seperti 

dikemukakan Abdul-Karim Zaidan terbagi kepada dua macam 

yaitu : 

a. Al-Urf al-am (adat kebiasan umum) yaitu adat kebiasaan 

mayoritas dari berbagai negeri disatu masa. Contohnya 

adat kebiasaan yang berlaku dibeberapa negeri dalam 

memakai ungkapan seperti mengucapkan engkau telah 

haram aku gauli. Hal  itu diucapkan kepada istrinya 

sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu 

dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa 

tertentu tanpa menentukan secara pasti beberapa lamanya 

mandi dan beberapa kadar air yang akan digunakan. 

b. Al-urf al-klas (adat kebiasaan khusus) yaitu adat istiadat 

yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. 

Misalnya kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan 

kata al-dabbah  hanya kepada kuda. 

Disamping pembagian diatas urf dibagi pula kepada 

yaitu adat kebiasaan yang benar yang berarti suatu hal baik 

yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat namun tidak sampai 

menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.
85
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Adapun adat kebiasaan yang salah atau tidak benar 

(fasid) yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang 

sampai menghalalkan yang diharamkan Allah.
86

 

Adapun dari segi objeknya dalam hal ini terbagi dua 

macam yaitu:  

a. Al-Urf al-Lafzhi/qauli adalah kebiasaan masyarakat dalam 

menggunakan pengucapan lafal atau ungkapan tertentu 

sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan 

terlintas dalam pikiran masyarakat. Seperti kebiasaan 

masyarakat bangsa Arab dalam menggunakan kata ilham 

hanya untuk daging sapi. Sebenarnya kata daging ini 

mencakup seluruh daging yang ada. Bila seorang membeli 

daging pada seorang pedagang, maka ia memberikan 

daging sapi karena masyarakat setempat telah 

mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging 

sapi. 

b. Al-Urf al-Amali/fi’il  adalah kebiasaan masyarakat yang 

berlaku dalam perbuatan. Umpamanya kebiasaan 

masyarakat berjual beli dengan cara mengambil barang 

dan membayar uang tanpa adanya akad secara jelas.
87

 

Dari segi penilaian baik dan buruk, urf terbagi dua: 

a. Al-Urf al-Shahih yaitu sesuatu yang saling dikenal 

manusia dan tidak  bertentangan dengan dalil syara, tiada 

menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan sesuatu 

yang wajib. Misalnya kebiasaan membayar maskawin 

yang didahulukan dan maskawin yang diakhirkan 

penyerahannya. 

b. Al-Urf al-Fasid adalah kebiasaan yang bertentangan 

dengan dalil-dalil syara dan kaidah-kaidah dasar yang ada 

dalam syara. Misalnya kebiasaan membayar sejumlah 
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uang bagi seseorang yang ingin menjadi pegawai negeri 

yang dianggap hal biasa bagi sebagian besar masyarakat.
88

 

 

3. Urf  Sebagai Dasar Penetapan Hukum 

Imam al-Syatibi dan Ibn Qayyim al-Jauziyah 

berpendapat bahwa urf  bisa diterima sebagai dalil untuk 

menetapkan hukum Islam. Namun kedua Imam tersebut 

memberikan catatan  apabila tidak ada nash yang menjelaskan 

hukum masalah tersebut.
89

 

Suatu hukum yang ditetapkan atas dasar urf dapat 

berubah karena kumungkinan adanya perubahan urf itu sendiri 

atau perubahan tempat zaman dan sebagainya.
90

 

Abdul-Karim Zaidan menyebutkan beberapa 

persyaratan bagi urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu 

: 

a. Urf itu harus termasuk urf yang shahih dalam arti tidak 

bertentangan dengan ajaran Al-Qur‟an dan sunnah 

Rasulullah. 

b. Urf harus bersifat umum dalam arti minimal telah jadi 

kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. 

c. Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya peristiwa yang 

akan dilandaskan kepada urf  itu. 

d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang 

berlainan dengan kehendak urf  tersebut, sebab jika kedua 

belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat 

dengan kebiasaan yang berlaku umum maka yang 

dipegang adalah ketegasan itu bukan urf.
91
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